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Kata kunci: Abstrak

Implementasi Kebijakan; Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan
Pemerataan Pendidikan; pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil melalui pendekatan studi
Daerah Tertinggal. kepustakaan. Ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan mendasar,

terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, distribusi guru
yang tidak merata, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis Miles, Huberman, dan Saldafia untuk melakukan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis
berdasarkan literatur ilmiah terbaru, laporan kebijakan, serta temuan empiris
dari berbagai konteks daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan
pemerataan akses pendidikan secara nasional telah menghasilkan peningkatan
partisipasi sekolah dan perluasan layanan pendidikan dasar. Namun,
implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab
kebutuhan spesifik daerah terpencil yang sangat bergantung pada dukungan
kelembagaan lokal dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor pendukung
implementasi meliputi komitmen pemerintah daerah, kolaborasi multipihak, dan
pemanfaatan teknologi pendidikan. Sebaliknya, hambatan utama mencakup
tumpang tindih regulasi, infrastruktur digital yang terbatas, tata kelola yang
lemah, serta distribusi guru yang tidak proporsional. Kajian ini
merekomendasikan pentingnya desain kebijakan adaptif berbasis konteks lokal,
penguatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi sistem monitoring dan evaluasi
yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerataan
pendidikan di daerah terpencil.

Keywords: Abstrack

Policy Implementation; This study aims to evaluate the effectiveness of implementing educational equity
Educational Equity; policies in remote regions through a comprehensive literature review approach.
Underdeveloped Regions. Educational inequality remains a persistent structural issue, particularly in areas

facing limited infrastructure, uneven teacher distribution, and weak local
institutional capacity. Using the analytical framework of Miles, Huberman, and
Saldaiia, this study conducts systematic data reduction, data display, and conclusion
drawing based on recent scholarly literature, policy documents, and empirical
findings from various regional contexts. The results show that national policies to
expand educational access have contributed to increased school participation and
broader basic education services. However, these policies have yet to fully address
the specific needs of remote regions, which depend heavily on local governance
capacity and community socioeconomic conditions. Supporting factors for effective
implementation include strong local government commitment, multi-stakeholder
collaboration, and the utilization of educational technology. Conversely, key
barriers include regulatory overlap, limited digital infrastructure, weak
institutional governance, and disproportionate teacher allocation. This study
recommends the development of adaptive policies tailored to local contexts,
strengthened institutional capacity, and the integration of a continuous monitoring
and evaluation system to enhance the effectiveness of educational equity efforts in
remote areas.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan landasan pengembangan
sumber daya manusia. Akses yang setara terhadap pendidikan telah menjadi indikator utama
keberhasilan kebijakan publik dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan inklusif (Ofianto,
2025). Namun, dalam praktiknya, kesetaraan pendidikan antarwilayah masih tidak merata. Daerah
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tertinggal sering menghadapi hambatan struktural, seperti infrastruktur sekolah yang terbatas,
keterpencilan geografis, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten, dan anggaran yang terbatas, yang
menghambat anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan yang memadai dan berkelanjutan
(Pramono dkk., 2025). Kondisi ini memperkuat siklus keterbelakangan sosial-ekonomi yang sulit diatasi
tanpa intervensi kebijakan yang efektif dan implementasi yang tepat di tingkat lokal.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan
pendidikan, termasuk Program Pendidikan Wajib Sembilan Tahun dan kebijakan pendidikan gratis
(Muhammad Ivan, 2024). Namun, implementasi kebijakan-kebijakan ini sering terhambat oleh faktor
struktural dan kontekstual di tingkat regional. Misalnya, di Kabupaten Merauke, khususnya di Distrik
Okaba, ketidakselarasan antara perencanaan kebijakan pusat dan realitas lokal telah menyebabkan
kualitas pendidikan yang rendah (Wika, 2025). Tantangan utama meliputi kekurangan pendidik yang
berkualitas, tingkat kehadiran pendidik yang rendah, dan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam
formulasi dan implementasi kebijakan, yang semuanya menghambat pencapaian kesetaraan
pendidikan.

Inisiatif pemerintah untuk mempromosikan akses pendidikan yang setara di berbagai tingkatan
(pusat, provinsi, kabupaten/kota) sering kali berbentuk program dan pengalokasian sumber daya yang
ada, dirancang untuk mengurangi kesenjangan (Wijayati dkk. 2025). Namun, kesenjangan antara
desain kebijakan dan realitas lapangan dipengaruhi oleh berbagai variabel. Faktor administratif,
kapasitas institusional lokal, budaya masyarakat, ketersediaan data akurat untuk perencanaan, dan
koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, sekolah, keluarga, dan organisasi non-
pemerintah) sangat penting dalam menentukan apakah kebijakan mencapai tujuannya di daerah-
daerah yang kurang berkembang (Sukodoyo dkk., 2025). Analisis implementasi kebijakan oleh karena
itu esensial untuk memahami tidak hanya apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut, tetapi juga
bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, diadaptasi, dan diterima dalam konteks lokal.

Di banyak wilayah yang kurang berkembang, program yang dirancang dari pusat seringkali tidak
sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, standar kurikulum yang seragam dan persyaratan infrastruktur
mungkin sulit dipenuhi di daerah terpencil, sehingga memerlukan solusi teknis dan manajerial alternatif
(Suhermawan dkk., 2025). Selain itu, keberlanjutan intervensi sering terancam oleh ketergantungan
pada pendanaan insidental dan kurangnya mekanisme pemantauan yang responsif. Masalah
administratif, seperti birokrasi yang rumit, anggaran yang dialokasikan secara tidak tepat, dan distribusi
guru yang tidak merata, sering menghambat implementasi yang efektif (Sumardi, 2025). Di tingkat
komunitas, status ekonomi rumah tangga, norma gender, dan persepsi nilai pendidikan mempengaruhi
partisipasi anak-anak dalam sekolah.

Secara konseptual, studi tentang implementasi kebijakan pendidikan di wilayah tertinggal harus
mengintegrasikan perspektif multidimensi, termasuk analisis kebijakan, studi kapasitas organisasi dan
pemerintah lokal, serta pemeriksaan sosio-budaya tentang hubungan antara komunitas dan layanan
publik. Pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan interaksi antara aktor, sumber daya, dan
konteks lokal memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab keberhasilan atau
kegagalan intervensi. Selain itu, evaluasi berbasis hasil dan proses sangat penting untuk membedakan
apakah hambatan berasal dari desain kebijakan, mekanisme pelaksanaan, atau faktor eksternal seperti
kondisi makroekonomi dan bencana alam.

Ada juga kesenjangan penelitian di sisi empiris, karena banyak studi mengandalkan data
kuantitatif makro (misalnya, tingkat partisipasi sekolah, tingkat literasi) tanpa mengeksplorasi secara
mendalam proses implementasi tingkat lokal, seperti cara aktor lokal menafsirkan dan
mengimplementasikan kebijakan, dinamika koordinasi antar pemerintah, dan strategi yang disesuaikan
dengan kondisi lapangan. Memahami proses-proses ini sangat penting untuk merumuskan
rekomendasi kebijakan yang didukung bukti dan relevan dengan konteks.

Studi-studi sebelumnya tentang kebijakan akses pendidikan yang setara telah dilakukan oleh
peneliti seperti Endry Setiawan, Ninik Handayani, dkk. (2024), yang menyoroti bahwa kesetaraan
pendidikan memerlukan reformasi sistemik mulai dari kualitas pendidik, kondisi sekolah, hingga
kurikulum yang selaras dengan tuntutan Industri 4.0. Akses yang setara di seluruh wilayah memberikan
pemerintah gambaran yang lebih akurat tentang kondisi pendidikan. Sinergi antara pemerintah pusat,
provinsi, dan daerah sangat penting, sementara akademisi dan mahasiswa pascasarjana diharapkan
mendukung upaya ini (Endry Setiawan dkk., 2024).
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Penelitian serupa oleh Burhan, Busnawir, dan Melyana R. Pugu (2025) mengkaji kebijakan
distribusi pendidik dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Temuan mereka menunjukkan bahwa
kebijakan yang bertujuan untuk memeratakan penempatan guru dimaksudkan untuk menutup
kesenjangan pendidikan dan memberikan akses yang adil bagi semua anak Indonesia. Tantangan utama
meliputi fasilitas dan insentif yang terbatas, yang memerlukan dukungan melalui tunjangan,
pengembangan profesional, dan sumber daya yang memadai. Peningkatan kualitas pendidikan juga
memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan
organisasi non-pemerintah, termasuk penggunaan teknologi dan pemberdayaan masyarakat (Burhan
dkk., 2025).

Meskipun studi sebelumnya oleh Endry Setiawan dkk. (2024) dan Burhan dkk. (2025) telah
membahas aspek penting akses pendidikan dan distribusi guru di daerah terpencil, mereka lebih
berfokus pada analisis konseptual dan rekomendasi kebijakan umum. Studi ini memberikan kontribusi
baru dengan mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan empiris di tingkat lokal, khususnya di
daerah-daerah yang kurang berkembang, sehingga memungkinkan evaluasi efektivitas program
pemerintah seperti PIP, DAK Pendidikan, dan BOS dalam konteks dunia nyata. Selain itu, studi ini
menyoroti faktor-faktor struktural, geografis, sosial, dan budaya yang memengaruhi kesuksesan
kebijakan, serta sinergi aktual antara pemerintah pusat dan lokal, masyarakat, dan pendidik.

Penelitian ini penting karena temuan-temuan dapat memberikan masukan praktis bagi pembuat
kebijakan dan pelaksana lokal untuk meningkatkan mekanisme distribusi sumber daya, merancang
intervensi yang sensitif terhadap konteks, dan mengembangkan model koordinasi yang efektif di antara
pemangku kepentingan. Selain ity, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat
direplikasi di daerah-daerah tertinggal lainnya sambil mengungkap kelemahan sistemik yang
memerlukan reformasi administratif atau penyesuaian kebijakan. Secara akademis, penelitian ini akan
memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pendidikan dengan bukti dari daerah-daerah
tertinggal, yang seringkali kurang terwakili.

Berdasarkan hal di atas, studi tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses
Pendidikan di Daerah Tertinggal di Indonesia bertujuan untuk memahami: (1) sejauh mana kebijakan
yang dirancang mencapai tujuan akses yang setara, (2) faktor-faktor yang memfasilitasi dan
menghambat implementasi kebijakan di tingkat lokal, dan (3) rekomendasi kebijakan berbasis konteks
untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Pendekatan penelitian ini menekankan pada studi kasus
di wilayah tertinggal, dengan menggabungkan analisis data kualitatif terhadap aktor kunci dan proses
implementasi lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris tentang dinamika implementasi
kebijakan pendidikan di daerah tertinggal, mengidentifikasi hambatan struktural dan operasional
paling kritis dalam mencapai pemerataan akses, memberikan rekomendasi kebijakan praktis dan
kontekstual bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan pusat, serta berkontribusi pada literatur
akademik tentang implementasi kebijakan publik di sektor pendidikan, khususnya dalam konteks
daerah tertinggal di Indonesia.

Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan untuk
menganalisis kebijakan terkait pendidikan. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang
digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dengan
mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok (Nazar, 2022). Metode ini
menekankan pemahaman konteks, proses, dan makna subjektif daripada pengukuran numerik atau
analisis statistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan
data, bertujuan untuk mengeksplorasi realitas sosial dalam lingkungan alaminya. Data yang diperoleh
bersifat deskriptif, berupa kata-kata, narasi, atau gambar, bukan angka.

Studi kepustakaan, di sisi lain, adalah jenis studi yang memanfaatkan berbagai sumber literatur
relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen tertulis lainnya untuk
memperoleh data dan informasi yang diperlukan (Asmendri, 2020). Dalam studi ini, peneliti tidak
melakukan observasi lapangan langsung, melainkan meninjau teori, konsep, dan temuan penelitian
sebelumnya untuk membangun landasan teoretis, memperkuat argumen, dan menjawab pertanyaan
penelitian.
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Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang mengacu pada penelitian
sebelumnya sebagai referensi untuk artikel ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan
menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Semua data diperoleh
dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya
(Rashid, 2022). Langkah pertama yang diambil oleh peneliti adalah mengidentifikasi sumber data yang
akan digunakan, termasuk sumber primer, seperti karya ilmiah dan penelitian sebelumnya yang
langsung terkait dengan objek penelitian, serta sumber sekunder, seperti artikel pendukung,
ensiklopedia, atau publikasi kebijakan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tinjauan mendalam terhadap informasi yang
diperoleh dari sumber-sumber literatur. Karena semua data bersifat sekunder dan berasal dari bahan
tertulis, analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, melibatkan elaborasi, perbandingan, dan
interpretasi isi berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang isu-isu yang
diteliti. Analisis data dilakukan melalui pengkondensasian data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Penggabungan data adalah proses menyederhanakan, memilih, memfokuskan, dan
mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan bermakna untuk memudahkan
pemahaman dan analisis (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Dalam konteks penelitian kualitatif,
penggabungan data melibatkan pemilihan informasi yang relevan, mengabaikan data yang tidak
relevan, dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu.

Penyajian data merujuk pada tahap menyajikan data yang telah dikondensasi dalam format
sistematis dan mudah dipahami. Tujuannya adalah menyajikan informasi secara terstruktur agar
peneliti dapat mengamati gambaran keseluruhan, mengidentifikasi pola, dan memahami hubungan
antar kategori atau variabel penelitian (Darmalaksana, 2020). Penarikan kesimpulan merupakan tahap
akhir dalam proses analisis data kualitatif (Fadli, 2021). Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data
yang telah dikondensasi dan ditampilkan sebelumnya untuk mengidentifikasi temuan penelitian utama.
Kesimpulan bukanlah sekadar ringkasan data, melainkan hasil dari penafsiran makna, interpretasi, dan
refleksi mendalam terhadap informasi yang diperoleh.

Hasil dan Diskusi
Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan

Kebijakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk mengatasi
ketimpangan struktural dan memastikan bahwa seluruh anak, tanpa memandang latar belakang
ekonomi, geografis, maupun sosial-budaya, memperoleh kesempatan setara dalam menikmati
pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks penelitian ini, yang mengadopsi pendekatan kualitatif
berbasis studi kepustakaan, evaluasi implementasi kebijakan dilakukan melalui penelusuran data
sekunder, laporan pemerintah, temuan penelitian sebelumnya, serta dokumentasi empiris dari berbagai
daerah tertinggal. Dengan pendekatan studi kepustakaan, analisis mengenai capaian kebijakan tidak
hanya berhenti pada evaluasi angka agregat, tetapi juga memperhatikan dinamika implementasi
kebijakan di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis, administratif, dan sosial yang berbeda.
Hal ini sejalan dengan pandangan Nazar (2022) bahwa penelitian kualitatif memberikan ruang bagi
peneliti untuk menafsirkan realitas kebijakan melalui proses pemaknaan mendalam terhadap data
tekstual dan dokumentatif. Oleh karena itu, hasil pembahasan mengenai sejauh mana kebijakan
pemerataan akses pendidikan mencapai tujuannya bersifat holistik karena memadukan pola nasional
dengan bukti empiris dari berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Utara, Aceh
Singkil, dan sebagian wilayah Madura.

Secara nasional, pemerintah telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan seperti Program
Indonesia Pintar (PIP), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), dan program pemerataan guru melalui kebijakan redistribusi dan afirmasi daerah tertinggal.
Instrumen-instrumen ini jika dilihat dari desain kebijakannya memang telah diarahkan untuk
mengatasi hambatan utama akses pendidikan, yaitu faktor ekonomi, kurangnya infrastruktur,
ketimpangan ketersediaan guru, dan kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah (Ofianto, 2025).
Namun, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan pemerataan sangat bergantung pada
implementasi di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kapasitas kelembagaan daerah,
dan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, ketimpangan antarwilayah
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bukan berasal dari kurangnya kebijakan, tetapi dari bagaimana kebijakan itu dijalankan dalam konteks
lokal yang kompleks (Sukodoyo dkk., 2025).

Hasil sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa kebijakan nasional telah memberikan
dampak positif dalam memperluas akses pendidikan, terutama pada kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah. Misalnya, PIP secara konsisten dilaporkan mampu menurunkan angka putus
sekolah di berbagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti NTT dan NTB, karena bantuan
tunai langsung mengurangi beban biaya pendidikan keluarga (Pramono dkk., 2025). Namun demikian,
capaian tersebut tidak merata antarwilayah. Di beberapa daerah kepulauan seperti Alor, Flores Timur,
dan Sabu Raijua, efektivitas PIP terhambat oleh akurasi pendataan siswa miskin, keterbatasan akses
teknologi dalam proses verifikasi data, dan rendahnya literasi administrasi orang tua, sehingga terdapat
kesenjangan antara penerima yang berhak dan penerima aktual. Kondisi serupa juga ditemukan di
beberapa wilayah pesisir Madura dan daerah pedalaman Kalimantan Utara seperti Nunukan dan
Krayan, di mana proses distribusi bantuan sering mengalami keterlambatan akibat tantangan logistik
dan kurangnya tenaga administrasi terlatih di sekolah-sekolah terpencil.

Di sisi lain, program DAK Pendidikan yang bertujuan memperbaiki infrastruktur pendidikan
menunjukkan capaian yang signifikan di sebagian wilayah, tetapi menghadapi hambatan keras di daerah
pegunungan dan daerah pulau-pulau kecil. Di Papua Pegunungan dan beberapa kabupaten di
pegunungan Tengah Papua, laporan menunjukkan bahwa pembangunan ruang kelas baru sering
tertunda karena transportasi material membutuhkan biaya tinggi dan waktu tempuh yang panjang
(Sumardi, 2025). Di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Mentawai, Maluku Barat Daya, dan beberapa
pulau terluar NTT, realisasi DAK juga terhambat oleh kondisi geografis yang sulit diakses dan musim
gelombang tinggi yang membatasi mobilisasi bahan bangunan. Kesulitan tersebut menunjukkan bahwa
pemerataan infrastruktur pendidikan melalui DAK sebenarnya bergantung pada kapasitas adaptasi
pemerintah daerah dan fleksibilitas teknis implementasi, bukan hanya pada alokasi anggaran. Hal ini
sejalan dengan temuan Wika (2025) di Merauke, yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara
desain kebijakan pusat dan realitas lokal menyebabkan hasil pembangunan menjadi tidak optimal,
meskipun anggaran tersedia.

Program BOS yang menjadi sumber pendanaan operasional sekolah telah terbukti lebih stabil
dalam memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah kecil di daerah tertinggal. BOS memungkinkan
sekolah untuk menjalankan aktivitas dasar pembelajaran, membeli alat tulis, mendukung kegiatan
siswa, dan mempertahankan layanan operasional minimum. Namun, efektivitas BOS sangat dipengaruhi
oleh kapasitas administrasi sekolah dan tata kelola internal. Sekolah-sekolah yang berada di daerah
dengan kekurangan tenaga administrasi atau kepala sekolah yang belum memiliki kapasitas manajerial
memadai sering terlambat mengelola dana BOS atau salah memprioritaskan anggaran (Darmalaksana,
2020). Akibatnya, meskipun dana BOS merata, kesenjangan kualitas layanan antarwilayah tetap
persisten. Hal ini terlihat di daerah terpencil seperti sebagian wilayah Aceh Singkil, Halmahera Selatan,
dan pesisir Madura, di mana sekolah kesulitan menyusun rencana penggunaan dana yang efektif untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran karena minimnya pelatihan manajemen dan keterbatasan
keterampilan literasi digital.

Sementara itu, kebijakan pemerataan guru merupakan salah satu dimensi yang memiliki dampak
besar terhadap kesetaraan pendidikan, tetapi justru menunjukkan kesenjangan terbesar antarwilayah.
Hasil penelitian Burhan dkk. (2025) menunjukkan bahwa redistribusi guru di daerah-daerah terpencil
sering terhambat oleh minimnya insentif, kondisi geografis yang sulit, serta rendahnya motivasi guru
untuk bertugas di daerah sulit. Temuan ini menguatkan laporan serupa dari berbagai daerah lain,
seperti pedalaman Papua, pulau terluar di Maluku, kecamatan-kecamatan terpencil di NTT, dan wilayah
hutan Kalimantan Utara. Kekurangan guru bersertifikat, terutama pada jenjang SMP dan SMA,
menyebabkan kualitas pembelajaran menurun dan berdampak langsung pada angka partisipasi
sekolah. Analisis ini memperlihatkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor
ekonomi atau infrastruktur sekolah, tetapi juga oleh kualitas tenaga pendidik yang tersedia.

Dari perspektif implementasi kebijakan, temuan-temuan lintas wilayah tersebut menunjukkan
bahwa capaian program pemerataan akses pendidikan bersifat parsial berhasil di satu aspek, terhambat
pada aspek lain. Dalam konteks desain kebijakan, instrumen-instrumen seperti PIP, BOS, dan DAK
sebenarnya sudah mencakup dimensi utama pemerataan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan
memerlukan kemampuan adaptasi di tingkat lokal, keterlibatan masyarakat, kapasitas administratif
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sekolah, serta dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah daerah, organisasi
non-pemerintah, dan komunitas lokal (Wijayati dkk., 2025). Kesenjangan antara desain dan
implementasi inilah yang menyebabkan tujuan pemerataan tidak sepenuhnya tercapai. Dengan
demikian, sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuannya sangat bergantung pada konteks sosial,
kapasitas institusional, dan karakteristik geografis masing-masing daerah.

Lebih jauh, dinamika sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang memengaruhi capaian
kebijakan. Di beberapa daerah konservatif atau tradisional, seperti sebagian desa di NTT, Maluku, dan
Madura, persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan, terutama pendidikan perempuan, masih
menjadi kendala bagi partisipasi sekolah. Faktor sosial-budaya ini tidak dapat diselesaikan hanya
dengan pendekatan kebijakan berbasis anggaran, melainkan memerlukan pendekatan pemberdayaan
masyarakat dan perubahan norma melalui kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga
pendidikan. Hal ini sejalan dengan analisis Suhermawan dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan
pendidikan harus memperhatikan dinamika budaya lokal, karena proses implementasi kebijakan
seringkali ditentukan oleh bagaimana masyarakat menafsirkan nilai pendidikan dalam kehidupan
sehari-hari.

Jika dilihat dalam kerangka teoretis implementasi kebijakan publik, khususnya model Grindle
yang menekankan interaksi antara konten kebijakan dan konteks implementasi, dapat disimpulkan
bahwa berbagai daerah tertinggal memperlihatkan kompleksitas yang tinggi. Konten kebijakan (policy
content) relatif sama di seluruh Indonesia, karena bersumber dari kebijakan nasional. Namun, konteks
implementasi (context of implementation) sangat berbeda antarwilayah, dipengaruhi oleh kondisi
geografis, kapasitas administrasi, sumber daya manusia, dan karakteristik sosial-budaya. Inilah yang
menyebabkan kebijakan yang sama dapat menghasilkan capaian yang berbeda di daerah berbeda.

Dengan mempertimbangkan semua temuan tersebut, maka capaian kebijakan pemerataan akses
pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berhasil secara struktural, tetapi belum optimal
secara kontekstual. Artinya, kebijakan telah menyediakan kerangka dukungan yang cukup untuk
mengurangi kesenjangan akses pendidikan, tetapi implementasinya belum mampu menembus
hambatan-hambatan lokal di daerah tertinggal. Pemerintah pusat telah membuat progres dalam aspek
pendanaan, namun perubahan signifikan pada akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal baru
dapat tercapai jika kebijakan lebih adaptif terhadap kondisi lokal, lebih partisipatif, dan lebih responsif
terhadap dinamika sosial, geografis, dan administratif.

Faktor yang Memfasilitasi dan Menghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di wilayah-wilayah yang memiliki
karakteristik rural dan berada dalam kondisi sosial-ekonomi terpinggirkan memperlihatkan bahwa
realisasi kebijakan tersebut berlangsung dalam lanskap struktural yang rumit, diwarnai oleh berbagai
faktor yang baik memfasilitasi maupun menghambat efektivitasnya, sehingga proses implementasi
tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan secara formal tetapi juga oleh bagaimana kebijakan
tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di lapangan. Berbagai penelitian tentang implementasi
kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa faktor pendukung (facilitating factors) umumnya berkaitan
dengan adanya komitmen kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta dukungan
komunitas lokal dalam memaknai pemerataan pendidikan sebagai kebutuhan bersama (Hill & Hupe,
2014; Priyono, 2020; Bjork, 2005). Dalam konteks rural Indonesia, elemen-elemen ini kerap
menghadirkan dinamika unik karena struktur sosial yang lebih komunal memungkinkan partisipasi
masyarakat berjalan secara organik, misalnya melalui gerakan gotong royong memperbaiki sarana
sekolah, sumbangan komunitas terhadap program literasi, atau inisiatif lokal yang menjembatani
kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin agar tetap dapat bersekolah (Rahman, 2019; Bray, 2001).
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerataan akses dihasilkan dari proses
birokratis di tingkat pusat, keberhasilan implementasinya sangat terkait dengan kapasitas sosial lokal
untuk memobilisasi sumber daya dan memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Selain dukungan sosial, faktor pendukung dari implementasi juga berasal dari kapasitas
pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan kebutuhan
pendidikan berbasis data, dan penyusunan anggaran yang responsif terhadap konteks lokal (Turner &
Hulme, 1997; Budiarti, 2022). Ketika pemerintah daerah memiliki unit kerja yang mampu
menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program mikro yang relevan dengan kondisi masyarakat
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seperti melalui penyediaan transportasi sekolah, beasiswa afirmatif untuk keluarga miskin, atau
kemitraan dengan organisasi lokal maka kebijakan pemerataan akses yang semula hanya berupa norma
abstrak dapat berubah menjadi instrumen yang menghadirkan dampak nyata (Wahyudi, 2021).
Peningkatan kapasitas birokrasi pendidikan, pelatihan kepala sekolah, dan penguatan pengawas
sekolah juga terbukti memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa sekolah
memiliki manajemen internal yang baik dan mampu melaksanakan prinsip pemerataan secara
konsisten (Sagala, 2013; Sari, 2022). Dalam perspektif literatur, birokrasi yang cakap adalah prasyarat
utama keberhasilan implementasi kebijakan, karena kebijakan pada akhirnya dijalankan oleh street
level bureaucrats yang memutuskan bagaimana instruksi dipahami dan dioperasionalkan (Lipsky,
1980).

Namun demikian, di balik faktor-faktor pendukung tersebut, temuan studi pustaka secara
konsisten menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan menghadapi
hambatan yang jauh lebih kompleks, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur,
kondisi sosial-ekonomi yang rendah, serta kesenjangan kapasitas pemerintahan. Hambatan paling
fundamental adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, sarana transportasi, listrik,
dan jaringan internet, yang mengakibatkan layanan pendidikan tidak dapat diakses secara merata oleh
seluruh lapisan masyarakat (World Bank, 2018; Fahmi, 2020). Di banyak daerah rural, sekolah berjarak
jauh dari pusat pemukiman sehingga anak harus berjalan kaki berjam-jam setiap hari, sementara
kondisi topografi yang sulit membuat transportasi sekolah tidak selalu memungkinkan. Hambatan
geografis ini memperlambat realisasi pemerataan akses karena pendidikan pada prinsipnya tidak dapat
dipisahkan dari faktor keterjangkauan fisik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital memperburuk
ketimpangan, terutama setelah kebijakan pendidikan nasional memberikan penekanan kuat pada
pembelajaran berbasis teknologi. Akses internet yang lemah membuat sekolah-sekolah rural tertinggal
dalam pemanfaatan platform pendidikan digital, sehingga kebijakan nasional berbasis digitalisasi tidak
mampu berjalan secara merata (UNESCO, 2022; Zulkifli, 2021).

Di samping hambatan struktural, keterbatasan anggaran pendidikan daerah menjadi faktor
penghambat yang sering kali luput dari perhatian publik. Daerah dengan pendapatan asli daerah rendah
tidak memiliki kapasitas fiskal untuk menyediakan sarana-prasarana pendidikan tambahan,
memperbaiki sekolah rusak, atau memberikan insentif bagi guru yang ditempatkan di wilayah terpencil
(Arifin & Kristiawan, 2020; OECD, 2021). Dalam konteks implementasi kebijakan, kekurangan anggaran
tidak hanya membuat kebijakan berjalan secara minimalis, tetapi juga menciptakan ketergantungan
penuh kepada pemerintah pusat. Ketika alokasi dari pusat tidak memadai atau lambat tersalurkan,
kebijakan pemerataan akses pendidikan menjadi hanya sebatas dokumen, tanpa transformasi nyata di
lapangan. Ketimpangan distribusi guru menjadi hambatan berikutnya yang bersifat sistemik. Guru-guru
berpengalaman cenderung enggan ditempatkan di daerah terpencil karena fasilitas terbatas,
lingkungan kerja berat, minimnya akses profesional, serta rendahnya peluang pengembangan karier
(Rosser & Fahmi, 2016; Tansel, 2019). Ketidakseimbangan distribusi ini menyebabkan sekolah rural
sering kali hanya memiliki guru kontrak, honorer, atau guru dengan latar belakang pendidikan kurang
sesuai, sehingga menurunkan kualitas layanan pendidikan dan membuat tujuan pemerataan akses tidak
tercapai secara substantif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya kapasitas manajerial sekolah, terutama
di wilayah rural yang menghadapi tantangan dalam tata kelola internal dan perencanaan berbasis data.
Kepala sekolah sering kali tidak memiliki pelatihan manajerial yang memadai, sehingga proses
implementasi kebijakan seperti pemetaan kebutuhan siswa, pengelolaan anggaran BOS, atau
penyusunan program unggulan berbasis konteks local tidak berjalan optimal (Sagala, 2013; Sari, 2022).
Dalam banyak kasus, sekolah hanya mengikuti instruksi administratif tanpa memiliki strategi adaptif
untuk menjawab tantangan spesifik wilayahnya. Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara
sekolah, pemerintah daerah, dan mitra non pemerintah, yang menjadikan implementasi kebijakan
berlangsung secara terfragmentasi. Hambatan komunikasi kebijakan juga menjadi persoalan mendasar;
sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan sering kali memiliki pemahaman
berbeda terhadap maksud kebijakan, mekanisme pelaksanaan, dan indikator keberhasilan (Matland,
1995; Suhardono, 2019). Ketidakselarasan pemahaman ini menghasilkan variasi implementasi yang
tidak selalu sejalan dengan tujuan pemerataan, dan dalam beberapa kasus, dapat menimbulkan distorsi
kebijakan.
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Faktor sosial kultural juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan. Dalam rumah tangga berpendapatan
rendah, biaya pendidikan tidak hanya mencakup buku dan seragam tetapi juga biaya transportasi,
makanan, dan kontribusi informal lainnya, sehingga keluarga miskin sering kali harus memilih antara
pendidikan anak dan kebutuhan ekonomi jangka pendek (Suryadarma et al., 2006; UNICEF, 2020).
Selain itu, norma sosial tertentu, seperti pandangan bahwa anak perempuan tidak perlu menempuh
pendidikan tinggi atau bahwa pendidikan tidak memberikan manfaat ekonomis langsung, turut
menghambat partisipasi pendidikan. Di wilayah rural, pendidikan sering kali dipahami bukan sebagai
kewajiban negara yang harus dipenubhi, tetapi sebagai pilihan yang bersifat situasional bergantung pada
kemampuan ekonomi keluarga, jarak sekolah, serta prioritas rumah tangga (Nilan, 2008; Parker &
Raihani, 2011). Hambatan kultural seperti ini menuntut bahwa implementasi kebijakan tidak hanya
bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan komunikasi sosial, pendampingan
komunitas, serta edukasi publik yang konsisten.

Meskipun berbagai hambatan tersebut tampak dominan, literatur tetap mencatat adanya faktor
pendukung lain yang mampu memperkuat implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan.
Misalnya, perkembangan teknologi pendidikan jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dapat
digunakan untuk memperluas akses pembelajaran di daerah terpencil melalui model hybrid learning,
radio pendidikan, atau komunitas belajar berbasis digital (Zulkifli, 2021; UNESCO, 2022). Inisiatif
masyarakat sipil seperti rumah belajar, komunitas literasi, atau sekolah alternatif berbasis keagamaan
juga menyediakan ruang pendidikan nonformal yang membantu mengatasi keterbatasan sekolah
formal (Afiff & Rahayu, 2020). Pemerintah pusat pun telah meluncurkan berbagai kebijakan afirmatif
seperti tambahan BOS afirmasi, penempatan guru melalui program PPPK, serta bantuan sarana untuk
daerah tertinggal (Kemendikbud, 2023; Kemenkeu, 2022), yang semuanya berfungsi sebagai faktor
pendukung implementasi kebijakan di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Konteks

Rekomendasi kebijakan berbasis konteks untuk meningkatkan -efektivitas implementasi
pemerataan akses pendidikan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan
sebelumnya mengenai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan pemerataan dan faktor-faktor yang
memfasilitasi serta menghambat implementasinya. Literatur menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan
tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain regulasi, tetapi terutama oleh kemampuan kebijakan
tersebut menyesuaikan diri dengan keragaman geografis, sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal
(Howlett & Ramesh, 2003; Hill & Hupe, 2014). Oleh sebab itu, rekomendasi kebijakan dalam konteks
studi pustaka ini harus diarahkan pada strategi yang bersifat diferensiatif, adaptif, dan sensitif terhadap
kondisi lokal yang unik, terutama pada wilayah rural yang menghadapi tantangan infrastruktur,
keterbatasan anggaran, distribusi guru yang tidak merata, serta norma-norma sosial yang memengaruhi
partisipasi pendidikan. Pendekatan kebijakan yang “one-size-fits-all” terbukti tidak efektif dalam
mengatasi ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpinggirkan karena mengabaikan kompleksitas
sosial yang menjadi latar implementasi kebijakan (Bjork, 2005; Matland, 1995).

Rekomendasi pertama yang paling mendasar adalah perlunya penguatan mekanisme
perencanaan pendidikan berbasis konteks (context-based educational planning), yang mengharuskan
pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara mikro dengan
mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah siswa per desa, tingkat kemiskinan rumah tangga,
persebaran tenaga pendidik, hingga faktor kultural seperti pola kerja keluarga dan norma gender
(Suryadarma et al., 2006). Pemetaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar dalam
penyusunan program tahunan daerah agar kebijakan pemerataan tidak hanya bersifat normatif tetapi
berakar pada kenyataan sosial.

Rekomendasi kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui
peningkatan profesionalitas aparatur pendidikan, pelatihan perencanaan berbasis data, dan penguatan
koordinasi lintas sektor. Kapasitas birokrasi pendidikan yang kuat merupakan prasyarat penting dalam
memastikan bahwa tujuan pemerataan dapat diterjemahkan menjadi program yang operasional, efektif,
dan berkelanjutan (Turner & Hulme, 1997; Budiarti, 2022). Pemerintah daerah harus memiliki sumber
daya manusia yang menguasai analisis kebutuhan pendidikan, tata kelola sekolah, manajemen
pembiayaan, dan pengawasan implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, koordinasi antara dinas
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pendidikan, pemerintah desa, dan sekolah perlu diperkuat melalui forum komunikasi tetap yang dapat
berfungsi sebagai wadah penyelarasan program, penyelesaian masalah implementasi, serta berbagi
praktik baik (Wahyudi, 2021). Pendekatan multi aktor ini penting mengingat implementasi kebijakan
tidak hanya berada pada ranah pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh komunitas lokal, lembaga
nonformal, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan,
koordinasi dan kapasitas birokrasi merupakan salah satu faktor paling menentukan keberhasilan
kebijakan karena pelaksana di tingkat bawah (street-level bureaucrats) adalah aktor yang sebenarnya
menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata (Lipsky, 1980).

Rekomendasi ketiga menyangkut penyediaan dukungan infrastruktur pendidikan yang
komprehensif bagi wilayah yang memiliki hambatan geografis. Banyak studi menunjukkan bahwa akses
fisik terhadap sekolah merupakan faktor paling mendasar dalam partisipasi pendidikan, terutama di
wilayah terpencil (Fahmi, 2020). Oleh sebab itu, strategi seperti penyediaan transportasi sekolah gratis,
pembangunan jembatan dan jalan akses, serta penyediaan asrama siswa desa terpencil perlu dijadikan
prioritas dalam kebijakan pemerataan akses. Selain infrastruktur fisik, pemerintah perlu memastikan
pemerataan infrastruktur digital agar sekolah-sekolah di daerah rural dapat mengikuti digitalisasi
pendidikan nasional. Peningkatan jaringan internet sekolah dan penyediaan perangkat teknologi
menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan digital yang memperparah ketidaksetaraan
akses (Zulkifli, 2021). Dengan teknologi yang memadai, sekolah di wilayah marginal dapat mengikuti
kurikulum digital, pelatihan guru online, dan pembelajaran hybrid yang fleksibel bagi siswa.

Selanjutnya, rekomendasi keempat terkait dengan perbaikan sistem distribusi guru agar tidak
terjadi konsentrasi guru berkualitas di wilayah perkotaan dan kekurangan guru di wilayah rural.
Kebijakan afirmatif seperti insentif finansial khusus, tunjangan daerah terpencil, prioritas kenaikan
pangkat, hingga skema beasiswa ikatan dinas bagi calon guru yang bersedia ditempatkan di wilayah
rural terbukti efektif dalam berbagai studi internasional maupun nasional (Tansel, 2019; Rosser &
Fahmi, 2016). Selain aspek penempatan, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, mentoring, dan
komunitas belajar perlu diperkuat agar guru di daerah marginal memiliki kesempatan pengembangan
profesional yang sama dengan guru di wilayah lain (Sagala, 2013).

Rekomendasi kelima adalah memperkuat peran masyarakat dan aktor lokal dalam implementasi
kebijakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki potensi besar dalam
mendukung pemerataan akses pendidikan, baik melalui peran komite sekolah, tokoh masyarakat,
lembaga keagamaan, maupun organisasi pemuda (Bray, 2001; Rahman, 2019). Program-program
seperti gerakan literasi desa, beasiswa komunitas, kelas tambahan berbasis relawan, hingga perbaikan
sarana sekolah melalui gotong royong adalah bentuk partisipasi komunitas yang terbukti meningkatkan
akses pendidikan. Pemerintah perlu menginstitusionalisasi partisipasi masyarakat melalui mekanisme
formal seperti forum komunikasi pendidikan desa, musyawarah pendidikan tahunan, serta skema hibah
berbasis masyarakat (community-driven grants) agar partisipasi tidak hanya bersifat insidental tetapi
menjadi bagian dari sistem tata kelola pendidikan lokal.

Rekomendasi keenam adalah memperkuat intervensi sosial-ekonomi bagi keluarga miskin. Faktor
ekonomi merupakan penghambat paling kuat terhadap partisipasi pendidikan, sehingga kebijakan
pemerataan harus memasukkan komponen perlindungan sosial bagi siswa dari keluarga miskin, seperti
beasiswa afirmasi, bantuan tunai bersyarat, subsidi seragam, serta bantuan transportasi (UNICEF, 2020;
Suryadarma et al., 2006). Pendekatan afirmatif ini harus dilakukan secara terarah berdasarkan data
kemiskinan mikro (village-level poverty data) agar sasaran bantuan tepat dan efektif. Intervensi sosial
ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pendidikan tetapi juga memperkuat motivasi belajar dan
keberlanjutan sekolah.

rekomendasi ketujuh adalah pentingnya membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis
data untuk memantau ketimpangan akses pendidikan secara real time. Monitoring yang baik
memerlukan indikator pemerataan yang jelas dan terukur, seperti rasio partisipasi sekolah, rasio guru
dan murid, indeks keterjangkauan sekolah, indeks infrastruktur, dan indikator kesenjangan digital
(OECD, 2021). Pemerintah harus mengembangkan dashboard pemerataan pendidikan yang terintegrasi
dari tingkat nasional hingga desa, sehingga keputusan kebijakan didasarkan pada data yang valid, bukan
asumsi. Evaluasi kebijakan berbasis data juga memungkinkan deteksi dini atas ketimpangan baru yang
muncul akibat dinamika ekonomi dan sosial.
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Secara keseluruhan, rekomendasi berbasis konteks ini menunjukkan bahwa pemerataan akses
pendidikan tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan makro, tetapi memerlukan strategi multi
dimensi yang menggabungkan intervensi struktural, penguatan tata kelola, pemberdayaan komunitas,
digitalisasi, afirmasi ekonomi, serta monitoring berkelanjutan. Kebijakan pemerataan pendidikan harus
dipahami sebagai proses adaptif yang memerlukan perubahan kebijakan secara dinamis sesuai dengan
kondisi lokal yang terus berkembang (Howlett, 2019). Dengan demikian, rekomendasi ini menjadi
landasan strategis untuk memastikan bahwa tujuan pemerataan pendidikan dapat dicapai secara
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di
daerah tertinggal di Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensional yang menghambat
tercapainya kesetaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional.
Berbagai program seperti PIP, BOS, DAK Pendidikan, redistribusi guru, dan digitalisasi sekolah memang
telah memberi kontribusi terhadap perluasan akses, namun efektivitasnya bergantung pada kapasitas
lokal, kesiapan infrastruktur, koordinasi lintas lembaga, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat.
Kajian terhadap beragam wilayah tertinggal menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara desain
kebijakan pusat dan kondisi lapangan tetap menjadi faktor dominan yang menghambat capaian
kebijakan. Hambatan geografis, terbatasnya sarana prasarana pendidikan, ketimpangan distribusi guru,
lemahnya literasi digital, dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerataan
pendidikan tidak bisa dicapai hanya melalui penyaluran program, tetapi membutuhkan strategi
implementasi yang sensitif terhadap konteks lokal. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa
implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi
antara aktor, sumber daya, struktur birokrasi, dan kultur masyarakat, bukan sekadar persoalan
administratif atau teknis semata.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai
implementasi kebijakan pendidikan di daerah tertinggal melalui pendekatan sintesis multi lokasi yang
mengungkap faktor-faktor struktural, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi capaian pemerataan
pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan sangat dipengaruhi
oleh keselarasan antara desain kebijakan dan konteks lokal, serta menekankan perlunya model
implementasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya
relevan bagi pembuat kebijakan tetapi juga bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan
pemangku kepentingan masyarakat yang ingin memperbaiki kualitas dan kesetaraan pendidikan di
wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia. Dengan strategi implementasi yang lebih responsif dan
berbasis konteks, pemerataan akses pendidikan bukan hanya menjadi agenda normatif, tetapi dapat
diwujudkan sebagai realitas yang mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif.
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